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PEDOMAN

PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PERANGKAT DAERAH DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON.

ABSTRAK

Untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses
Bisnis Instansi Pemerintah perlu adanya Pedoman terkait
Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah.

- Dasar Hukum:

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun
1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984,
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2005, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011, Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 30 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun
2013, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018, Peraturan Daerah
Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor
9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5
Tahun 2021.

- Pasal 2

Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah merupakan
acuan bagi Perangkat Daerah untuk menggambarkan
hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi
untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian
organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah
bagi pemangku kepentingan.

- Pasal 3

(1) Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(2) Peta proses bisnis Perangkat Daerah dilaporkan oleh
masing-masing Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui
Sekretaris Daerah.



CATATAN

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.
Lampiran 13 halaman.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan 7 Juni 2022.



